
BUPATIHALMAHERASELATAN 

PROVINSI MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 

NOMOR 22 TAHUN 2023 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

Merumbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 

struktur orgarusasr Perangkat Daerah di hngkungan 

Pemermtah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 

ditmdaklanjuti dengan Pembentukan Susunan 

Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten 

Halmahera Selatan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 

dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan 

Orgarusasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Dmas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Halmahera Selatan 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 

R I  Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 

R I  Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

R I  Nomor 3961 )  

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 

di Provmsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I Tahun 

Mengmgat 1 
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2003 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara R I  Nomor 

4264), 
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara R I  Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R I  Nomor 
5587) sebagarmana telah kedua kah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 

R I Tahun 2015 Nomor 59), 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Orgarusasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I  
Tahun 2016 Nomor 114)  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187), 
5 Peraturan Menten Dalam Negen Repubhk Indonesia 

Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan 
Pemenntahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1604), 

6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah drubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Helamhera Selatan, 

Mernperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 060/3485/0TDA 
tertanggal 25 Mei 2022 Perihal Persetujuan Penyesuaian 

Penyederhanan Struktur Orgamsasi Perangkat Daerah 

dilmgkungan Pemenntah Daerah Kabupaten Halmahera 

Selatan dan Kota temate Provinsi Maluku Utara 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

RUANG KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati im yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

2 Pemenntah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemenntah 

3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 

4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 

5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemenntahan Daerah 

6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera 

Sela tan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemenntahan daerah yang terdm dan Sekretans 

Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah, Badan Daerah 

dan Kecamatan 

8 Dmas adalah Dmas Pekerjaan Umum Da.11. Penataan Ruang 

9 Togas Pokok adalah Togas utama para pemangku jabatan tertentu pada 

Dmas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dmas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

1 1  Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur S1p1l Negara 

dalam rangka merrumpm Satuan Orgamsasi Perangkat Daerah 

12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 

tu gas berkaitan dengan pelayanan f ungsional yang berdasarkan pada 

keahhan dan/ atau keterampilan tertentu 

13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 

tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta adnumstrasi 
pemenntahan dan pembangunan 

14 Unit Pelaksana Tekms yang selanjutnya dismgkat UPT adalah Unit 

Pelaksana Tekrus Dmas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang 

melaksanakan kegiatan tekrus operasional tertentu yang secara 

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

Dmas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera 

Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemenntahan yang menjadi 

kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretans Daerah 
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Bagian Kedua 
Susunan Orgarnsasi 

Pasal 3 
(1 )  Susunan Orgamsasi Dmas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

terdm atas 
a Dmas, 

b Sekretanat Dmas, terdm dan 
1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 
2 Sub Bagian Keuangan, dan 
3 Kelompok .Iabatan Fungsional 

c Bidang Sumber Daya Air, dan Kelompok Jabatan Fungsional, 
d Bidang Bina Marga, dan Kelompok J abatan Fungsional, 
e Bidang Penataan Ruang, dan Kelompok Jabatan Fungsional, 
f Bidang Bina Kontruksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan 
g Unit Pelaksana Tekms (UPT) 

(2) Bagan Susunan Orgamsasi Dmas Pekerjaan Umum Dan Penataan 
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  tercantum pada lampiran 

Peraturan Bupati mi 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

DIN AS 

Pasal 4 

Dmas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, dipimpm oleh seorang Kepala Dmas yang 
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 
pemenntahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang 
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 
daerah 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dmas 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi 

1 Perumusan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang, 

2 Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang, 

3 Pengkoordmasian penyelenggaraan pemenntahan bidang Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang, 

4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah 

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

5 Pembmaan admmistrasi dan aparatur pemenntah daerah bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan 
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6 Pelaksanaan Fungsi lam yang dibenkan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

clan fungsmya 

Paragraf 2 

SEKRETARIAT 

Pasal 6 

Sekretanat Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 )  huruf b, 

dipimpm oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dmas 
dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 

pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi keuangan, 
hukum, mformasi, kehumasan, keorgarusasian dan ketatalaksanaan, 
pembmaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, 

pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan adrmmstrasi dt 

hngkungan Dmas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku 

Pasal 7 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 

Sekretanat menyelenggarakan fungsi 

1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 

dan anggaran di lmgkungan Dmas Pekerjaan Umum Dan Penataan 

Ruang, 

2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmmstrasi yang mehputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, 

kerumahtanggan, dan pelayanan adrrnmstrasi di lmgkungan Dmas 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, 
3 Pengordmasian, pembmaan dan penataan orgamsast dan tata laksana di 

hngkungan Dmas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum di hngkungan Pekerjaan Umum Dan 
Penataan Ruang, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemenntah 
(SPIP} dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 
barang/jasa di hngkungan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, 

7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 

Laporan Keuangan Dmas, 

8 Pengelolaan kepegawaian di hngkungan Dmas Pekerjaan Umum Dan 
Penataan Ruang, 

9 Pelaksanaan momtormg, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan hngkup 

tugasnya, 
10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 

1 1  Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh Kepala Dmas sesuai dengan 
tugas dan fungsmya 
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Pasal 8 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagarmana drmaxsud pada pasai 3 
ayat (1 )  huruf b angka 1 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
bertanggung jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan tata usaha, kepegawaian, kerumahtanggaan, 
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan 

Pasal 9 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana kerja subbagian Umum dan kepegawaian, 

2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekrus terkart adrmmstrasr 

ketatausahaan dan kepegawaian, 
3 Pengelolaan data kepegawaian dmas, 

4 Penyiapan bahan mutasi pegawai dmas, 

5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dmas, 

6 Penyiapan bahan pembmaan pegawai dmas, 

7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan dmas, 

8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan 
perpustakaan dmas, 

9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dmas, 
10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, orgamsasi, 

ketatalaksanaan, dan budaya pemenntahan pada dmas, 

1 1  Pelaksanaan pelayanan adrrumstrasi perkantoran, 
12 Pelaksanaan pemehharaan sarana dan prasarana perkantoran, 

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kmerja subbagian tata 
usaha dan kepegawaian, dan 

14 Pelaksanaan tugas lamnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya 

Pasal 10 

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1 )  huruf b 
angka 2 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Subbagtan dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk 

penyiapan bahan pelaksanaan dalam urusan pelayanan pengelolaan 
adrrurustrast keuangan Dmas 

Pasal 1 1  

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 , Sub 

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi 

1 Pelayanan dan Pengelolaan Admimstrast Keuangan Dmas, 

2 Penyelenggaraan Perbendaharaan Dmas, 

3 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan 

pemenksaaan keuangan, 

4 Pelaksanaan venfikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan 
5 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 
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Paragraf 3 
BIDANG SUMBER DAYA AIR 

Pasal 12 
Bidang Sumber Daya A1r sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1) huruf 
c, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada 
Kepala Dmas dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber 
daya air di wilayah sungai yang mehputi perencanaan, pelaksanaan 
konstruksi, operasi dan pemehharaan dalam rangka konservasi dan 
pendayagunaan sumber daya air dan pengendahan daya rusak air pada 
sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air 

lamnya, mgasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan 
pemenntah daerah 

Pasal 13 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, 
Bidang Sumber daya A1r menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Sumber daya A1r, 
2 Perumusan kebijakan tekrus pengelolaan sumber daya air dan rencana 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, 

3 Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan 
sumber daya air pada wilayah sungai, 

4 Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan 
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, 

5 Penyusunan perencanaan kegiatan pada pengelolaan sumber daya air 

dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, 

6 Pembmaan, pengawasan dan pengendahan kegiatan pengelolaan sumber 
daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungat, 

7 Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air dan rencana 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungar, 

8 Pengoordmasian kebijakan tekrus pengelolaan sumber daya air dan 
rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, 

9 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan 
pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber 
daya,dan 

10 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

Paragraf 4 

BIDANG BINA MARGA 

Pasal 14 

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, 
dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada 
Kepala Dmas dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi 

jalan rl ,:, n  iembatan oenaamanan nemanfaatan baman-baman jala .. n �.... '-4"""".:.. .,._,.... � , t'- ""b ..i....11.-...111..111.�,1,. :t> lll. -�lll. b - .. ........b �.... � '  

pengendahan mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan 

pengujian bahan dan peralatan di bidang bma marga 
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Pasal 15 
uruam menyelenggarakan rugas sebagarmana mmaksud pada Pasar 14, 

Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Bina Marga, 
2 Perumusan kebijakan tekms perencanaan, pemrograman, pelaksanaan 

pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, 
3 Penyusunan perencanaan kegiatan pada perencanaan, pemrograman, 

pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, 
4 Pelaksanaan koordmasi pemrograman dan perencanaan tekrnk jalan, 

konektrvrtas sistem janngan jalan dengan sistem moda transportasi 
bersama mstansi terkait, 

5 Pelaksanaan perencanaan tekmk jalan, jembatan, peralatan, dan 

pengujian, 13 
6 Pembmaan, pengawasan dan pengendahan kegiatan perencanaan, 

pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan 
jembatan, 

7 Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan 
pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, 

8 Pengoordmasian kebijakan tekms perencanaan, pemrograman, 

pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, 

9 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perencanaan, pemrograman, 
pelaksanaan pembangunan dan preservasr jalan dan jembatan, 

10 Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan 
jalan dan jembatan serta leger jalan, 

1 1  Pelaksanaan fungsi lain yang di benkan oleh atasan sesuai dengan tu gas 
dan fungsmya 

Paragraf 5 

BIDANG PENATAAN RUANG 

Pasal 16 

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf 

e, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada 
Kepala Dmas dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang 
dan pembmaan bidang penataan ruang 

Pasal 17 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, 
Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang, 

2 Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekrus bidang 

pengaturan penataan ruang, 

3 Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekrus bidang 

perencanaan tata ruang, 

4 Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang, 

5 Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penata.an 

ruang, 
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6  Penyiapan bahan dan fasihtasi kerjasama penataan ruang, 
7 Pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang; 
8 Pelaksanaan pengendahan pemanfaatan rencana tata ruang kota, 
9 Penyelenggaraan sosiahsasi dan pembenan rekomendasi izm di bidang 

tata ruang dan tata bangunan, 
1 O Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang penataan 

ruang,dan 
1 1  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 6 

BIDANG BINA KONSTRUKSI 

Pasal 18 
Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1) huruf 
f, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan 
kebijakan dr bidang pembmaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

Pasal 19 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagarmana dimaksud pada Pasal 18 ,  

Bidang Bma Konstruksi menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Bina Konstruksi, 

2 Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi 

dilakukan dengan skema kerjasama pemenntah dan badan usaha di 

bidang bma konstruksi, 

3 Pengembangan dan penmgkatan kompetensi tenaga ahh konstruksi, 

4 Penyelenggaraan sistem mformasi jasa konstruksi, 

S Pelaksanaan kebijakan pembmaan, menyebarluaskan peraturan 

perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbmgan tekms, 

dan penyuluhan jasa konstruksi, 

6 Pengembangan dan penmgkatan kapasitas badan usaha jasa 

konstruksi, 

7 Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib 

pemanfaatan jasa konstruksi, 

8 Pelaksanaan pembmaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan 
asosiasi jasa konstruksi, 

9 Penmgkatan kemampuan tek11olog1, penggunaan dan mlai tambah jasa 

dan produk konstruksi dalam negen, 

10 Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi, 

1 1  Pelaksanaan pembmaan dan penertiban izm usaha jasa konstruksi 

nasional (non kecil dan kecil] di wilayah kabupaten, dan 
12 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 
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BAB III 

U-riIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 20 
(1)  Pada Dmas dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekms (UPT) untuk 

melaksanakan kegiatan tekrns operasional dan/ atau kegiatan tekms 
penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diprmpm oleh kepala UPT 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dmas 

(3) Pengaturanlebih lanjut mengenar Unit Pelaksana Tekrus diatur dengan 
Peraturan Bupati tersendm 

BAB IV 

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Eselorusasi 

Pasal 2 1  
( 1 )  Kepala Dmas merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon 

lib, 

(2) Sekretans merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illa, 

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illb, 

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa 

Bagian Kedua 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 22 

Kepala Dmas, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan 
diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawararr/Bupatr 

BABV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 
Kelompok .Jabatan Fungsional 

Pasal 23 

( 1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat prmpman tmggi pratama, pejabat 

administrator atau pejabat pengawas yang mermhki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 
membenkan pelayanan fungsional terkart mekarusme koordmasi dan 
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 
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pimpman tmggi pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 
keterampilan, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdividu dan/atau 
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kmerja 
orgamsasi 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdrvidu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 
berjenjang kepada kepala dmas 

(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4} ditetapkan dengan keputusan 

Kepala Dmas 
(7) Tim KeIJa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 

a Ketua Tim, dan 
b Anggota Tim 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan 
tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 
perangkat daerah yang membidangi 

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7} huruf b, dapat berasal dan 
berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit orgamsasi 

tersebut atau diluar unit orgamsasi, untuk mengoptimalkan 

pencapaian tujuan orgarusasi, 

( 10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 

melaksanakan mekamsme koordmasi dan pengelolaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mlai Angka Kredit 25o/o 

dan Angka Kredit Kumulatif 

( 1 1 )  Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(12 )  Togas, jerus dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana drmaksud 
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku 

Bagian Kedua 
Jabatan Pelaksana 

Pasal 24 

( 1} Jabatan Pelaksana yang -Jabatan Pengawasnya (eselon IV} terkena 

dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan 
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 
a Unit KeIJa yang masih mermhki Jabatan Administrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Administrator atau Eselon III 
b Unit KeIJa yang tidak mermhki Jabatan Administrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 
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(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak 
dan pelaksanaan penyeaerhanaan brrokrasi tetap berkedudukan dan 
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 

(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembma Kepegawaian/ 
Bupah 

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lmgkungan 
Dmas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan 
Bupati tersendm 

BAB VI 

TATAKERJA 

Pasal 25 
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat dr hngkungan Dmas 
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang wajib menerapkan pnnsip 

koordmasi, mtegrasi, dan smkromsasi bark di hngkungan masmg-maemg 

maupun antar satuan orgamsasi di hngkungan Dmas Kependudukan dan 
Pencatatan S1p1l serta dengan mstansi lain di luar hngkungan Dmas 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas masmg-masmg 

Pasal 26 

( 1 )  Setiap pimpman satuan orgamsasi bertanggung jawab mermmpm dan 
mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah 

ditetapkan, dan 
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  harus 

dukuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta 
dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan 

Pasal 27 
Setiap Pimpman Satuan Orgamsasi di lmgkungan Dmas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang wajib mengikun dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab kepada atasannya masmg-masmg dan menyampaikan 
laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

Pasal 28 
Setiap laporan yang ditenma oleh pejabat adrmmstrator dan pejabat 
pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 
laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan 

• 
. 
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BAB VII 

KErENTUAN PERALiHAN 

Pasal 29 
Dengan berlakunya peraturan Bupati 1n1, pejabat yang menduduki 
jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 

jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 

mi 

BAB VIII 

KETENTUAN PE?lUTUP 

Pasal 30 

Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh] Orgamsasi 
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21  Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat 
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 
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Pasal 3 1  
Peraruran Bupan rm mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
mi dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 

Ditetapkan di Labuha 
Pada tanggal "i 6 Fe''J'lr- r-i. 2023 

ELATAN 

Drundangkan di Labuha 
pada tanggal 1 6  �brua n 2023 

SEKRETARIS DAERAH rPATEN HA��H 
c 

'·ll"- AIFU URUY MP 

Nip f9{)51'221 200003 1 002 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 
NO MOR 

Salman Sesuai dengan aslmya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

TTD 

RUSDI HASAN,SH.MH 

Nip 19830702 200812 1 002 
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PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

NOMOR 22 TAHUN 2023 

TANGGAL 1 6 pe '.) ruazu 2023 
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